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ABSTRAK 


Nama: H. Dwinanto, NIM. 1207350028, Judul Skripsi: “Pencabutan Keterangan Terdakwa Dalam Persidangan dan Implikasi Yuridisnya Terhadap Kekuatan Alat Bukti”.

Penulisan Hukum ini bertujuan untuk mengetahui pemeriksaan oleh penyidik tanpa didampingi penasihat hukum dapat menjadi alasan bagi terdakwa untuk mencabut keterangan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di persidangan dalam perkara penghasutan dan kekuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dicabut oleh terdakwa sebagai bahan pemeriksaan dalam perkara penghasutan. Penulisan hukum ini termasuk dalam jenis penelitian yuridis normatif yang memberikan preskriptif mengenai pencabutan keterangan terdakwa dengan alasan tidak didampingi oleh penasihat hukum dan kekuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagai bahan pemeriksaan perkara yang menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan untuk mengumpulkan bahan hukum dengan jalan membaca peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi maupun literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti Penulis. Adapun teknik analisis bahan hukum dilakukan dengan metode silogisme dengan pola berpikir deduksi. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa pencabutan keterangan terdakwa dalam putusan perkaranya ditolak atau tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim karena pencabutan keterangan yang dilakukan oleh terdakwa yang dinilai tidak berdasar dan tidak logis. Alasan yang mendasar dan logis tersebut mengandung arti bahwa alasan yang menjadi dasar pencabutan tersebut harus dapat dibuktikan kebenarannya dan diperkuat atau didukung oleh bukti-bukti lain yang menunjukkan bahwa alasan pencabutan tersebut benar dan dapat dibuktikan oleh hakim. Kekuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagai bahan pemeriksaan, jika pencabutan diterima maka Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dianggap tidak benar dan keterangan yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim adalah keterangan yang diutarakan oleh terdakwa dalam persidangan. Sedangkan apabila pencabutan ditolak oleh hakim, maka keterangan terdakwa (tersangka) dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dapat digunakan sebagai bahan pemeriksaan dalam persidangan.




